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BAB 1
PENDAEBULUAN

1.1 Alasan Memilih Judul

Lalam penjelasan Undang-undang lasar tehun 1945 di-
gsebutkan bahwa Indonesia adalah megara hukum dan bukan ne-
gara kekuasaan.

Sebagai negara yang berdasar hukum, maka sesungguh -
nya masalah peradilan dan pengadilan itu bagi nega-a Indo-
nesia adalah teramat nseanting, sebab apakah suatu negara be-
nar-benar dan tidak sekedar sebutan saja 'éeﬁagailf negara
hukum, antara lain diukue dengan - sejagh manakah -hukum
dapét'ditegakkanvdalam pelaksanaannya. Apakah terdapat per-
adilan yang baik memenuhi syarat-syarat dan bentuk - bentuk
pengadilannya guna menjalankan peradilan itu, sebagaimana
dalam praktek dewasa ini Indonesia sementara menghadapi ke-
giatan pembangunan disegala bidang, pewbangunan mana akan
menelan anggaran yang tidak sedikit, yanz pengalokasiannya,
setiap anggaran tersebut di seluruh pelosok daerahi

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang ber-
kembang dan’giat—giétnya melakukan pembangunan tentunya di
dalam hal ini tidak lain adalah untuk mencita-citakan suatwu
negara yang adil, wmakwur dan sejahtera. Naoun dalam wengha-
dapi roda pembangunan tidak menutup kemuwgkinan adanya pi-
hak-pihak tertentu yang mempunyai niat jahet yang meungham -

bat kelancaran pembangunan tersebut di atas.




Salah satu masalah yang sudah santer dikemukakan me-
dya cetak maupun melalui tayangan televisi, seperti keja-
hatan korupsi yang dilakukan oleh pihak penguasa maupun pi-
hak swasta, perbuatan-perbuatan inilah yang merupakan salah
satu penghambat jalannya pembangunan di segala bidang.

Tidak terlepas dari uraian di atas, Indonesia seba-
gal negara yang berdasar atas hukum, tentunya segzla jenis
kejahatan maupun pelanggaran harus diselesaikan melalui ja-
lur hukum yang diberlakukan sesuai kompotensi pengadilan
yang terbagi atas empat lingkungan peradilan yaitu :

1. Peradilan Umum

2. Peradilan Agama

3. Peradilan riliter

4, Peradilan lata Usaha Negara.

Dikaitkan dengan jenis peradilan di atas, penulis
akan membahas secara khusus menyangkut perbuafan melanggar
hukum oleh penguasz yang menjadi kowmpotensi Peradiian Unum.

Perbuatan melanggar hukum oieh penguasa sekarang ini
bukan merupakan gejala baru @atau peristiwa luar biasa. Di-
gana sini telah terjadi tindakan atau perbuatan penguasa
dengan maksud memperkaya diri sendiri secara melawan hukun
tanpa mengindahkan lagi kepercayaan yang diberikan oleh ne-
gare kepadanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung Jjawab
pembangunan untuk Kepentingan umum atau dengan kata lain

untuk kepentingan nasional.




sasus perbuaian melanggar hukum dilakukan oleh peng-
uasa adalah masalah penting yang wmemerlukan pemecahan seca-
ra serius dan penanganan yang mantap karena perbuatan me-
langgar hukum tersebut merupakan ronrongan atau penghambat
kelancaran pembangunan nasional dewasa ini. w~atar belakang
inilah yang menarik minat penulis untuk mengkaji di dalam
bentuk skripsi yang berjudul " ASP:K PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGUASA DALAM KASUS PEMBORONGAN
JEMBATAN SUNGAI APARENG DI SINJAI."
1.2 Pembatasan Masalah
Serkaitan dengan judul skripsi ini wmaka untuk men-
jaga kesimpang siuran dalam membahas pokok kajian, pemba -
hasan 2kan berorientasi pada suatu kasus yang terjadi dalam
kenyatézn di Kabupaten Sinjai dan diselesaikan di Pengadil-
an Negeri Ujung Pandang, dan dirumuskan masalahnya yaitu :
a. Faktor apakah yang mempengaruhi Timbulnya perbu-
atan melanggar hukum, J
b. Sejauhaanakah kerugian yang ditimbulkan terhadap
badan hukum meaupun terhadap negara.
c. Penyelesaian kasus dari perbuatan melanggar hukum
tersebut.
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
2, Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui faktor apakah yang wmempenga-~

ruhi timbulnya perbuatan melanggar hukunm.
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2. Untuk mengetahui sejauhmanakab kerugian yang
ditimbulkan terhadap badan hukum maupun terha-
dap negara.

3. Untuk mengetahui proses peradilan atau penye-
lesaian kasus perbuatan melanggar hukum  yang
dilakukan oleh penguasa.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalawm skripsi ini ade-

lan untuk wenawmbah pengetahuan penulis di dalam

bidang hukum perdata materil yakni pasal 1365 KUH

Perdata.

1.4 vietode Penelitian

Sesual dengan judul skripsi, serta cbyek: penelitian
maka di dalam kajian skripsi ini digunakan wmetode sosiolo-
gis yaitu untuk menemukan fakta hukum yang terjadi u%tamanya
pada obyek penelitian. Untuk menunjang diperlukem ¢
a, Penelitian kepustakaan.( library " ) 1

Untuk wmemperoleh landasan teoritis serta doktrin-

doktrin hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian
b. Penelitien lapangan \ field research )

laitu pengumpulan data yang langsung diperolen dari

lapangan untuk menunjarng pengujian masalah.

Untuk keperluan itu akan digunakan metode wawancara

kepada pihak yang berkaitan di dalamnya.




1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab serta

di dalawm beberapa sub bab yang saling berkaitan dengan su-

sunan sistematikanya sebagai berikut :

Bab 1
Bab 2
Bab >
Bab 4

Pendahuluan

+alam bab ini diuraikan, alasan memilih judul,
batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
metode penelitian dan sistematikan penulisan.
Tinjauan pustaka

Dalam bab ini akan dikewmukakan peungertian perbu-
atan melanggar hukum oleh penguasa, komponen-kom-
ponen terlanggar dalam perbuatan melanggar hukunm
oleh penguasa.

Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa dalam ka-
sus pemborongan jembatan sungai apareng di Sinjai
Bab ini berisi, latar belakang proyek pemborongan
jembatan, i:stansi pemerintah yang terkéit, dalam
timbulnya kasus perbuatan melanggar hukum dalam
proyek tersebut.

Fenutup

Bab terakhir ini akan diuraikan di dalamnya ke-
simpulan-kesimpulan dari bab-bab terdahulu selan-
jutnya diberi saran yang penulis anggap mermanfa-

at.



BAB 2
TINJAUAN PUSTAXA

2.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa

Sebelum diuraikan perbuatan melanggar hukum yang di-
lakukan penguasa, maka terlebih dahulu dikemukakan pengerti
an perbuatan melanggar hukum pada umuwmnya, baik yang diru -
muskan oleh para ahli hukum maupun menurut perundang-undang
an yang berlaku.

Arti perkataan onregmatige daad adalah amat penting
bagi lalu lintas hukum, mula-mvwla para ahli hukum dan begi-
tu pula para hakim menganggap perbuatan melanggar hukuw mna
‘dengan melanggar undang-undang atau sesuatu hak (subyectief
recht ) orang lain, ajeran ini sering diartikan gsebagal
ajaran legisme. (Onrecht matige daad = onwetmatige dsad).

Sertolak dari uraian di atas maxa peﬁgertlan perbu -
atan melanggar hukum dalam pasal 1401 B.¥W. Belanda yang
gama dengan bunyi pasal 1365 KUH Perdata di Indonésia ada-
lah terzasuk suatu perbuatan melanggar hukum yang memperko-
sa suatu hak hukum orang lain atau yang bertentangan dengan
kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan deungan kesusi-
laan atau suatu kepantasan yang dalam masyarakat. 1)

Tstilsh . perbuatan wmelanggar hukum di Indonesia
cleh para sarjema wenggunakan istilah yaung berbeda - beda

sebagail berikut :



1. Wirjono Frodjodikoro, memakai istilah perbuatan

melanggar hukum.2)
2. R. Subekti, memakai istilah perbuatan welanggar
hukum. 3)

5. Soedirman sartohadiprodjo, memaskai istilah tin-
dakan melawan hukum. 4)

4. E. Utrecht, menggunakan istilah perbuatan yang
bertentangan dengan hukum. 5)

5. M.A. Moegni Djojodirdjo, memakai istilah perbu-
atan melawan hukum. 6)

Pengertian perbuatan welanggar hukum sebenarnya su-
dah sejak 1ama menjadi bahan permasalahan dikalangan sajana
di negara-negara barat. Semula para ahli hukum dan juga pa-
ra hakim memberikan pengertian yang sempit terhadap istilah
perbuatan melanggar hukum, baru setelah adanya arrest ter-
tanggal 31 Januari 1919, istilah perbuatan melanggar hukun
( onrechtmatige daad ) ditefsirkan secara luas.

Untuk lebih Jelasuya, dapat ditinjesu dari sejarah
perkembangan pengertian perbuatan melanggar hukum yaitu se-
belum dan sesudah adanya arrest hoge raad tanggal 31 Janu -
ari 1919 yang sangat terkenal itu.

ALdapun ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang menegas
kan bahwa setiap perbuztan melanggar hukum yang oleh karena
itu meunimbulkan suatu kerugian pada orang lain mewa jibkan

orang itu untuk mengganti Kerugian tersebut.




Pasal 1365 KUH Perdata mengandung rumusan &ang sama
dengan pasal 1401 B.W, dimana pada mulanya perbuatan yang
melanggar hukum diartikan secara sempit yang intinya bahwa
di luar ketentuan perundang—und%ngan tidak ada perbuatan
melanggar hukum. Atas dasar tersebut maka perbuatan melang-
gar hukum umumnya ditafsirkan sebagai " Onwetwmatige sama
dengan perbuatan melanggar undang-undaung yang disebabkan
karena B.W. Selanda yang terbentuk pada tahun 1838 berada
dibawa pengaruh revolusi Perancis yang bersifat individual-
istis dan rasionalistis.

Ajaran hukum yang berpengaruh pada waktu itu di Pran
cis adalah aliran legisme yang menganggap bahwa hukum se-
mata-mata adalah apa yang tertulis dalam perundzng-undangan
dan di luar undang-undang tidak ada hukum.

Karena itulah sehingga orang tidak dapat wemberikan
penafsiran lain di luar kaidah-kaidah tertulis, yang akibat
dari istilah perbuatan melanggar hukum diidentikkan sebagai
suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu ;ertauran
perundang-undangan dan atas dasar inilah, maka yuripruden
si menafsirkan perbuatan itu adzlah perbuatan yang :

1. Melawan hukum oraung lain, yaitu hak yang diberi-

kan kepadanya oleh Undang-undang.

2. Yaug bertentangan dengan kewajiban nukum yang di-

berikan oleh Undang-undang.




3. Bertentangan dengan sikap seseonang yang semesti-

nya terdzpat dalam masyarakat.

Pada wulanya, parsz sarjana di negeri Belanda menen-
tang aliran legisme tetapi yang terpenting dalam hubungan
dengan penafsiran atau penentuan arti ourechtmatige daad,
wenurut Molenggraaf-lah yang pertama kali mengatakan bahwa
penafsiran yang sempit itu tidak dapat lagi dipertahankan
dan diteruskan. Karena itu terjadilah perdebatan auntara pa-
ra sarjana yang pro dan yang kontra berlangsung bertahun-ta
hun lamanya, sehingga tiwmbullah perkosaan keadilan di dalam
kalangan masyarakat oleh yurisprudensi, dengaun demikian ma-
ka terasa hal ini wmenyebabkan usaha-usaha hebat dari  pada
golongan yang koutra.

Perbaikan terhadap penafsiran diupayakan terus wa-
laupun masih berlandaskan, 2Jjaran-ajaren lama tetapl. agak-
nya telah disesuaikan dengan tuntutan zewman.

Telam bubungan ini R. Wirjono Prodjodikoro . 1976 :
8 ) mengatakan " Nederlandshe Jurisprudentie 1919-101 "
istilah onrechtmatige daad ditafsirkan secara luas sehingga
meliputi juga suatu perbustan yang bertentangan dengan ke-
susilean atau yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup
masyarakat.T) |

-Dengan arrest terzebut membawe penafsiran yang luas
Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa pengertian perduatan melang-

gar hukum itu tidak hanys meliputi suatu perbuatan yang
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wmengganggu hax orang lain, atau bertentangan dengan kewa-
jiban sendiri menurut Undang-undang tetapi dapat juga ber-
tentangan dengan rasa kesusilaan dan bertentangan dengan
apa yang dikehendaki oleh kesopanan dalam pergaulan hidup
mengenal diri dan harta benda milik orang lain. Namun dalam
kenyataannya, hoge raad selama beberapa tahun tetap memper-
tahankan pendiriannya kepada ajaran legisme, sehingga aki-
batnya banyak kepentingan-kepentingan perseorangan yang di-
rugikan karena perbuatan orang lain tetapi tidak dapat di-
ajukan di muka hakim karena tidak setiap kepentingan telah
diatur dalam undang-undang.

Sehubungan dengan arrest hoge raad tanggal %1 Janu-
ari tahun 1919 dalam perkara yang cukup terkenal di dalam
perkembamgan hukum perdata yaitu kasus persaingan tidak se-
hat antara seorang pengusaha percetakan bernama Cohen dan
lainnya bernama Lindenbaum yang wmasing-masing mempunyai
kantor percetakan. ii.A. Moegni Djojodirjo ( 1982 :125 ) ue-
nuliskan duduk perkaranya sebagai berikut :

Antara Cohen dan Lindenbaum saling bersaing, pada
suatu waktu, Cohen membujuk seorang karyawan dari perusaha-
an Lindenbaum dengan bermacam-macam janji untuk diberikan -
nya berupa hadiah dan Kesanggupan supaya ia memberitahukan
kepada Cohen turunan dari penawaran-penawaran yang dilaku-
kan Lindenbaum kepada khalayzak ramai atau umum, dawm memberi

tahukan pula nama-nama dari orang yang melakukan pesanan
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pada kantor percetakan Lindenbaum atau yang minta keterang-
an harga-harga cetak.

Dengan tindakan ini, Cohen tentunya bermaksud akan
mempergunakan hal-hal yang ia ketahui dari karyawan peruég-
hazn Lindenbaum, untuk menetapkan siasat agar supaya khala-
yak ramai lebih senzng ke kantot Cohen dari pade kantor pe-
rusahaan Lindenbaum.

Perbuatan Cohen ini diketahui oleh Lindenbaum dan
merasa dirugikan oleh Cohen maka dari itu Lindenbaum wmeng-
gugat Cohen di muka Pengadilan uegeri Arrodissementrecht-
bank di Awsterdam.

Lindenbaum menamakan tindakan Cohen itu adalah suatu
perbuatan melangzgar hukum dari pasal 1401 B.W Belanda yang
sama dengan pasal 1365 KUH Perdata Indonesia dan minta gan-
ti rugi dari Cohen.

Dalaw pemeriksaan pérkara tingkat pertama,-Coben di-
kalah tetapli dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding
Gerechtschof di Amsterdam, Lindenbauw kalazh dengan pertim-
bangan yurisprudensi yang dulu-dulu diikuti yaitu bahwa
Cobhen tidak dianggap sebagai melakukan perbuatan yang mela-
wan hukum, sebab tidak dapat ditunjukkan suatu pasal dari
Undang-undang yang telah dilanggar oleh Cohen.

Selanjutnya Lindenbaum mohon pemefiksaan pada ting-
kat kasasi dan pada akhirnya Hoge raad memenaungkan Linden-

bauz dengan menyatakan bahwa dalam pengertian perbuatan ne-
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langgar hukum dari pasal 1401 B.¥. Belanda adalah. termasuk
suatu perbuatan yang mewperkosa suatu hak hukum orang 1lain
atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat,
atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepantasan dalam
pergaulan hidup masyarakat perihal kepentingan umun.

Dari conton kasus tersebut di atas, dapatlah dipetik
suatu makna dari dalamnya bahwa sesungguhnya perbuatan yang
melanggar hukum yang dirumuskan dalam pasal 1%65 XUH Perda-
ta harus ditafsirkan terhadap segala sesuatu perbuatan yang
mengekibatkan adanya kerugian orang lain, baik dari perobu -
atan itu disengajs maupun karena faktor wanprestasi seperti
di dalam kasus yang dibahas dalaw skripsi ini.

Seperti telah dikemukakau di atas, bahwa perbuatan
melanggar hukum di atur dalam pasal 1365 KUH YPerdata yang
dimuat dalam perikatan-perikatan yang dilahirkan dari  Un-
dang-undang. -

Bertolak dari arrest hoge raad 31 Januari 1919, maka
perbuatan melanggar hukum dapat diuraikan dalam arti selu-
as-luasnya artinya meliputi segala macam perbuatan baik
yang tidak tertulis delam Undang-undang maupun yang merupa-
kan kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis aeperti hukum
adat sehingga bukan saja perbuatan yang melanggar suatu ka-
idah tertulis yaitu Undang-undang yarg dapat dikatekan per-
buatan melanggar hukum tetapi juge tinda<an-tindakan sese-

orang yang bertentangan dengan tate tertib dan kesopanan di-
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dalawm masyarakat yang seharusnya diindahkan. Dalam hubungan
itu Sudargo Gautama ( 1983 : 58 ) menyatakaun :

Perbuatan melawan hukum dalaw arti yang luas merupa-
kan suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar
hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan
baik atau sikap hati-hati yang selayaknya dalam per-

gaulan masyarakat terhadap pribadi atau barang orang .

lain. 8)

Pernyataan tersebut di atas €enada dengan... materi.
arrest hoge raad 31 Januari 1919 seperti kasus yang dicon -
tohkan di atas antara Cohen dan Lindenbauz.

Setelah dikemukakan pengertian perbuatan wmelanggar
hukum pads umumnya di atas, maka selanjutnya diuraikan juga
pengertian perbuatan welanggar hukum yang dilakukan oleh
penguasa.

Bertolak pada sajian pengertian perbuatan welanggar
hukum di atas, dikaitkan : dengan perbuatan melanggar hu-
kun yang dilakukan oleh penguasa, disini peunguasa di dalam
melaksanakan tugasnya memerintah mempunyai kebebasan untuk
bertindak sehingga penguasa/pemerintah mempunyai Ikedudukan
yang istiwmewa apabila dibandingkan dengan vakyat biasa.
Olen karena itu persoalan unfuk menggugat penguasa di muka
Pengadilan tidak dapat dipersamakan dengan menggugat perse-
orangan. Kedudukan pemerintah dengan keagungannya memerlu-
kan perlindungan yang lebih banyak dari pada rakyat biasa

ang dalam suatu proses seharusunya penguasa dan perseorang-
yang g

an harus berdiri same rata. Maka dari itulah penguasa/peme-
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rintah pertame-tama harus mengutamakan kepentingan umum.
Hal ini gering terjadi bahwa kepentingan perseorangan ter-
desak sedangkan kepeutingan orang lain mengalami perbaikan.
Tentunya kerugian yang diterbitkan oleh penguasa dalam me-
laksanakan tugasnya itu pada umumnya tidak dilakukan dengan
sengaja untuk jelasnya penulis wmemberi contoh demikian :
Seandzinya pemerintah membuka hubungan kereta api
yang baru antara beberapa tewpat, maka pengusaha
pengangkutan bus yang tadinya wmerupakan pengusaha
pengangkutan yang satu-satunya akan mengalami keru-
gian karena adanya dinas kereta api baru itu sehing-
ga para langganan atau penumpang bus tadi akan mera-
sa berkurang penghasilannya.
Jikaz tindakan pemerintah itu dapat mengakibatkan ke-
rugian disatu pihak, maka timbul suatu pertanyaan apakah

patut bahwa hanya seorang itu saja yang harus menanggung ke

rugian. Dengan perkataan lain apakah tidak sepantasnya jika

ia menerima penggantian kerugian dan bilamanakah ia wmempu -
nyai haek untuk penggantian itu Oleh karena penguasa seba-
gai badan hukuxm publik maka dalam menjalankan kewa jibannya
bersifat hukum privat berarti penguasa telah ikut di dalam
pergaulan masyarskat seperti badan hukum lainnya maka tentu
pasal 1365 KUH Perdata berlaku bagi penguasa itu.

Pada hakikatnya perbuatan wmelanggar hukum oleh peng-

uasa itu adalah sesuatu perbuatan yang mengenai tindak-tan-
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-

~
duk yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif ya tfhmeggenbﬁ./

perbuaten dari alat perlengkapan negara.

Adapun tugas dari alat perlengkapan negara menyebab-
kan alat pemerintah tersebut mendapatkan kekuasaan yang be-
-sar. Karena dalam negara hukum, setiap warga negara harus
mendapat perlindungan terhadap penerapan undang-undang yang
salah terhadap pelesmpauan wewenang terhadap tindakan wewe-
nang-wewenang dari penguasa.

llaka dalaw pasal 2 R.0O, secara luas telan diterima
baik oleh doktrin maupun yurisprudens%, yeng secara tegas,
penguasa dapat dipertanggung jawabkan akan kerugian yang
ditimbulkan dari perbuatan melanggar hukum tersebut sepex-
ti halnya seorang partikulir harus bertanggung jawab terha-
dap perbuatannya.

vadl pasal 1365 KUH Perdata adzlah merupakan suatu
ketentuan umum dan tidaklah membedakan apakah suatu perbuat
an melawan hukum dilakukan oleh penguasa atau oleﬁ badan
hukum lain ataupun perseorangan. :iaka ketentuan tersebut di
terapkan baik perbuatan melanggar hukum yang dilakukan olen
penguasa maupun perbuatan yang dilakukan oleh orang biasa
atau badan hukum semuanya dapat disalahkan berdasarkan pa-
sal 1365 KUH Perdata.

2.2 Komponen-komponen Terlangsar +~alam Perbuatan ilelanggar
Hukum

Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan diwmana’
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seseorang telah melangzar hukum merupakan serangkéian per-
aturan-peraturan yang di dalamnya wmenyangkut tentang tingka
laku orang-orang sebagai anggota masysrakat yang tentunya
mempunyai berbagai kepentingan.

Adapun kebutuhan atau kepentingan yang diinginkan
oleh masyarakat dalam pergaulan hidupnya adalah suatu kehi-
dupan yang teratur serta damai sejahtera dewmi untuk terpe-
nuhinya suatu kehidupan yang beraneka ragam itu, maka tim-
bullah keinginan-keinginan yang bertujuan agar setiap kepen
tingan bisa dipenuhi sebaik-baiknya.

hApabila tingkat keinginan itu untuk wmemenuhi suatu
kepentingan sudah sedemikian matangnya akan menimbulkan su-
atu tindakan dengan usaha-usaha untuk melaksanakannya. Pada
saktu kepentingan itu dilaksanakan sepenuhnya disitulah se-
ring timbul bentrokan-bentrokan atau kesalah pahaman antara
perbagai kepentingan anggota masyarakat yang kemudian juga
diikuti oleh anggota masyarakat tersebut.

Oleh karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur
segala hubungan-hubungan ini yaitu dengan mengadakan suatu
keseimbangan di antara berbagai kepentingan dan keseimbang-
an itu tidak berada dalam dunia kelahiran, sedangkan hukum
itu mengatur tingka laku manusia secara Keselurubhan, juga
hukum mengadakan keseimbangan yang terletak pada duniz ke-
rohanian dalam masyarakat ‘karena tujuan yang hendak dica -

pai oleh hukum adalah bahwa suatu Kepentingan jJjangan sampai
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diterlantarkan, di samping suatu kepentingan lain yang te-
lah terlaksana tujuan seluruhnya yaitu hanyalah gpabila wma-
syarakat depat mewujudkan keseimbangan yang lurus di wmana
di dalamnya terdapat keadilan dan ketertiban dalam masyara-
kat yang bermanfaat.

Dengan dewikian berarti perbuatan melanggar hukun
itu édalab perbuatan yarg bertentangan dengan -hukum yaitu
tiap-tiap perbuatan-akibatnya selalu diatur oleh hukum ka-
rena itu dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melaku -
kan perbuatan itu.

Pasal 1365 mengancam bagi yang melakukan suatu per-
buatan dan perbuatan mana mengakibatkan kerugian bagi orang
lain diwajibkan untuk mengganti Kerugian tersebut, dan per-
buatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang telanggar hukum

2. Ada kesalahan

3. Ada kerugian yang timbul :

4. Ada hubungan kausal antara perbuztan dan kerugian

yang timbul.
ad.1 Adanya perbuatan yaug welanggar hukum

Pembuat Undang-undang telah weletakkan sistem  yang

lain yakni pasal 1365 KUH Perdata dan telah mele-

takken dalam suatu peraturan umum yang menyatakan
bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan welang-
gar nukum harus memberi ganti rugi kepada yang diru-

gikan.
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ad.2 Ada nesalahan
Dengan meunsyaratkan adanya kesalahan dalam pasal
1365 KUH Perdata, pembuat Undang-undang berkehendak
menekankan bauwa si pelaku perbuatan yang melanggér
hukum hanyalah bertanggung jawab terhadap sesuatu ke
rugian yang ditimbulkennya bilamana perbuatan dari
kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya.
dirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa pasal 1365
KUH Perdata tidak mewmperbedaken kesengajazn dari hal
kurang berhati-hati melzinkan hanya mengatakan bahwa
harus ada kesalahan di pihak pembuat perbuatan yang
melanggar hukum, agar si pembuat itu dapat diwajib -
kan membayar ganti kerugian maka hukua perdata tidak
perlu sangat dihiraukan apa ada kesengajaan atau ku-
rang hati-hati. 9)

ad.3 Ada kerugian yang ditimbulkan
Penentuan ganti kerugiesn yang didasarkan éada pasal
1365 KUH Perdata adalah menunjukkan segi-segi persa-
m2an dengan penentuan ganti kerugian karena wanpres-
tase tetapli dalam beberapa hal berbeda.
~alam ketentuan Undang-undang tidak diatur secara
tegas tentang besarnya ganti rugi yang harus dibayar
sebagai akibat perbuatan melanggar hukua, sedang di
dalam pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan ganti

kerugian karena wanprestase atau kelalaian.
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Untuk penentuan besarnya ganti rugi, oleh Tahir
Tungadi menyatskan, ganti kerugian karena perbuatan
melanggar hukum, hakim berwenang untuk menetapkan
berapa sepantasnya ganti kerugian yang harus dibayar
hal ini telah menjadi yurisprudensi yang tetap. 10)
ad.4 Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
yang timbul
Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam hukum
pidana saja, melainkan jugaz dalam bidanz hukum per-
data.
falau seorang melakukan perbuatan keperdataan seper-
ti perbuatan melanggar hukum, maka sanksi dalam pa-
sal 1365 KUH Perdata hanya dapat diterapkan bilamana
dengzn perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.
Ajaran kausalitas mendapat tempat tersendiri di de-
lam pembahasanunya. lalawm bidang hukum perdgta terda-
pat hubungan kausal antara perbuatan melanzgar hukum
dan kerugian, akan tetapi kalau diterima pendapat
bahiwa pelaku sesuatu perbustan melanggar hukum sela-
lu dapat dipertanggung jawabxan bilama perbuatan itu
adalan merupakan syarat mutlak ( conditio sine qua-
non ) bagi kerugian yang ditimbulkan wmaka pertang-
gung jaweban menurut ketentuan pasal 1365 XKUH Perda-
ta akan sangat diperluas secara tidak wajar, karena-

nya dicari pembatasannya dengan menerapkan adaeguate
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theorie yang mengajarkan bahwa si pelaku dipertang-

gung jawabkan atas kerugian yang adalah merupakan
; akibat dari perbuatan melanggar hukum yang secara la

yak dapat dipgrkirakau akan timbul.

Penerapan adaquate theorie memang sudah sesuai deng-
an isi dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Sebab dari ke
tentuan tersebut telah nampak dengan jelas keharusan adanya
hubungan kausal antzra perbuatan melanggar hukum deungan ke-
rugian yang timbul karena perbuatan tersebut. .

Lalam hubungan ini M.A. Moegni Djojodirdjo oleh be-
liau lebih lanjut mengatakan peradilan telah secara umum
menerapkan adaequte theorie tersebut akan tetapi juga yang
dipersoalkan kini adalah apakah adaequte theorie memberikan
pembatasan bagi kausalitesnya atau merupakan ajaran per-
tanggungan-gugat. 11)

Selalu dapat dipertanggung jawabkan bilamana perbu-
atannya adalah merupakan syarat mutlak bagi kerug%an yang
ditimbulkan. ¢adi untuk menentukan perbuatan melanggar hu-
Kum harus memenuhi unsur tersebut di atas. Karenaz perbuatan
melanggar hukum itu merupakan alasan ates hak yang =~ dilin-
dungi oleh hukum dalam hubungan tertentu, perbuatan terse-
but dapazt dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum juga
dengan adanya hubungan tertentu yang secara langsung ne-
langgar kaidah lain dari bukum, akan tetapi secara tidak

langsung-pun dapat melawan hukum karena kaidah 1lain dari-
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hukum itu adalah bisa juga terjadi di lapangan kaidah kesu-
silaan atau kaidah sopan santun yang melindungi demi adanya
ketertiban umum sehingga dengan melawan kaidan lain yaug
dilindungi masih dapat dianggap tetap sebagai suatu perbu -
atan melanggar hukum walaupun hal itu dilakukan secara ti-
dak langsung oleh orang yang bersangkutan.

Suatu perbuatan melanggar hukum adalah tipp perbuat-
an yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh
dianggap sevagai kehendak dari orang yang welakukan perbu-
atan tersebut, dan apabilea skibat suatu perbuatan tidak di-
kehendaki oleh orang yang melakukan atau oleh salah satu
~orang yang melakukan itu, meka perbuatan itu bukanlah meru-
pakan perbuatan melanggar hukum.

Sudikno Mertokusumo selanjutnya menyatakan bahwa,
tindakan wenchakimi sendiri merupakan tindakan untuk melak-
sanakan hak menurut kehendsknya sendiri yazng bersifat sewe-
nang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lein yané berke-

pentingan sehingga akan menimbulkan kerugisn. 12)

Menurut hemat penulis bahwa dalam hal akibat suatu

perbuatan yang melanggar hukum tetap diatur oleh hukum wa-
laupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh orang yang
melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu suatu perbuatan
yang melanggar hukum dapat menimbulkan suaiu kewajiban yang

harus dipenuhi oleh orang yang melakukan perbuatan itu se-

hingga harus dipenuhi atau orang tersebut diwajibkan untuk’
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mengganti kerugian tersebut yang diderita orang lain.

Perbuatan melaﬁggar hukum dilihat dari sudut kema-
syarakatan akan menimbulkan kedoncangan dan ketidak tertib-
an dalam lingkungan masyarakat, sedangkan tugas hukum ada-
lah untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, olehuya
itu perlu ditingkatkan kesadaran hukum masyarzkat pada umum
nya maupun pihak penguasa khususnya untuk wenciptekan sua-
sana yang merupakan kejernian hidup bermasyarakat baik ter-
hadap badaniah, jiwa orang harus diupayakan agar tidak ter-
jadi pemerkosaan terhadap hak-hak seperti di atas sehingga
dengan demikian terhindarlah akan adanya perbuatan melang-
gar hukum dalam wmasyarakat.

rlengenai tindakan melanggar hukum oleh Sudikno Mer -
tokusumo menggunakan istlah meughakimi sendiri yang dalam
bukunya Hukum Acara FPerdata Indonesia,itahun 1988 halaman’
tiga bahwa, di dalam hukum acara perdata tidak kita jumpail
ketentuan yang tegas melarang tindakan menghakimi :sendiri.
Lecuali bahwa tindakan menghakimi sendiri itu merupakan su-

atu perbuatan melanggar hukum dan juga dapat dibukum.




BAB 3
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PENGUASA DALAM

BASUS PEVBORONGAN JEMBATAN DI SINJAI

5.1 Latar Belakang Proyek Pemborongan Jembatan

Sebagaimana telah diketahui bahwa dewasa ini pemerin
tah telah giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala
bidang dengan cara bertahap dari pelita ke pelita. Pembaung-
unan mana dimaksudkan untuk wencapai masyarakat yang adil
makmur dan sejahtera. Olehnya itu pembangunan yang semen-
tara dilaksanakan pemerintah, seperti misalnya pembangunan
di bidang perindustrian, bidang pertanian dan lain sebagai-
nya. vJehubungan dengan itu maka upaya untuk menunjang ke-
lancaran pembangunan tersebut perlu diperhatikan fasilitas-
fasilitas yang dapat menunjang kelancaran pembangunan seper
ti halunya dengan pembangunan jembatan wmaupun merehabilitaesi
proyek pewmbangunan tersebut di Sungai Apareng Labupaten Ze-
erah Tingkat II Sinjai. l

Proyek pembangunan jembatan tersebut adalah merupa -
kan salah satu pengalokasian dana anggaran proyek yang di-
kelolah oleh pemerintah khususuya Lepattemen £ekerjaan Umum
Propinsi Sulawesi Belatan sebagai salah satu sektor pea-
bangunar untuk menunjang segala kegiaten ekonomi di Propin-
si Sulawesi ©elatan pada umumnya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang merupakan

data priwmer diperoleh dats pelaksanaan pembangunan jembatan
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Sungai Apareng Deerah Tingkat II Sinjai yang menelan ang-
garan sebesar Kp. 53. 647, 000,- ( lima puluh tiza juta
enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah ). Cleh karena Pe-
merintah Daerah tingkat 1 Sulawesi ~elatan, cg. Dinas Peker
jaan Umum Bina Marga merasa penting adanye jalan raya -poras
Bulukumba ke Tondong sehingga membangun suatu jembatan per-
manen di Sungai Apareng tersebut yang tentu dengan progranm
ini akan memperlancar arus lalu lintas perekonomian antara
ibukota daerah tingkat I dengan Kabupaten Bulukumba dab i#a-
bupaten Sinjai.

Tidak terlepas dari uraian di atas, make sudah meru-
pakan ketentuan peraturan perundang-undangan a2tau peraturan
pemerintah dimena setiap pelaksanaan pembangunzn ( pembang-
unan pemerintah ) seperti pembazngunan jembatan di  Sungai
Apareng, tidak wmungkin dikelolah langsung oleh pemerintah,
atau dengan kata lain pihak pecerintah cg. PU Bina warga,
langsung sebagai pelaksana pembangunan tersebut, - olehnya
itu menurut Harun Lembang, sebagai Kepala Sun Sekéi Peren-
canaan Dinas PU Bina Marga, mengatakan dalam wawancara pe-
nulis bahwa, setiap ada jenis proyek macam apapun diberikan
kesempatan kepada badén usaha/pengusaha untuk memasukkan pe
nawaran atau tender untuk melaksanakan pembaungunan tersebut
seperti proyek pembangunan Jembatan Sungai Apareng.

Yalam hubungan itulah pemerintah Daerah Tingkat I

Sulawesi oelatan cg. PU Bina rarga, wmenerima penawaran atau .
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bupaten Sinjai yang merupakan salah satu proyek pembangunan
PU Bina Marga untuk tahun anggaran 1982 - 1983. valam pada

itu diperoleh pula data dari bagian perencanaan tersebut di
atas bahwa proyek pembangunan jembatan di Sungai Apareng
melalui penawaran beberapa kontraktor ternayata dimenagkan

oleh PT Utama “akti Indonesia.

Dengan dimenagkannys tender pembangunan Jembatan ter
sebut oleh PT Bina bakti Indonesia, maka dengan sendirinya
terjadilah hubungan hukum antara pibhak pemerintah yaitu PU
Bina Marga, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik pro
yek dan PT Utawma Bakti Indonesia sebagai pemborong proyek
tersebut.

Dalam hasil penelitian penulis diperoleh pula data
bahwa dalam nal hubungan kerja antara PU Bina mapga dengan
PT Utama Bina Bakti, sebelum pekerjaan dilaksanaken terle-
bih dahulu dibuatkan perjanjian Kerja atau perjanjian pem-
boronzan pekerjaan yang menyangkut masalah pembayaran biaya
bangunan tersebut yang jumlahnya sebesar Rp.53. 647.000,-
pekerjaan mzna akan dikerjakan dalzm batas waktu tertentu.

cehubungan dengan pemborongaun jembatan tersebut bagi
pihak pemerintain dengan latar belakang proyek pembangunan
jembatan itu adalah untuk memperlancar hubungan perekonomi-

an antara daerah tingkat satu dengzn daerah tingkat I1 yang
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dapat menggunakan jembatan tersebut dan selain itu dengan
dibangunnya jembatan Sungai Apareng tentu semakin menunjang
pula kelancaran hubungan adminitrasi dalam bidang pemerin -
tahan, untuk itu dengan adanya proyek ini nyatalah wmewmpu-
nyai dampak yang positif bagi semua pihak atau dengan kata
lain bagi masyarakat pada umumnya.

Selain itu pihak pemborong yang Bengajukan penawaran
atau tender untuk mengerjakan pembangunan jembatan ini ti-
dak terlepas dari latar belakang untuk memperoleh keuntung-
an atau laba, sehingga latar belakang proyek pembangunan
jembatan tersebut dari pihak-pihak yaung terlibat di dalam-
nya keduanya mewmpunayi latar belakang masing-masing yang
diharapkan dari hasil pekerjaan jembatan termaksud.

3.2 Instansi Pemerintah yang terkait dalam timbulnya kasus
perbuatan melanggar hukum dalam proyek tersebut

Berbicara tentang instansi pemerintah adalah pengu -
asa resmi dalawm suatu negara dalam bidang-bidang tertentu
di mana instansi dalam suatu negara terdiri dari  beberapa
departemen dan non departemen.

Palam hubungan dengan kasus pemborongan jembatan di
sungai Apareng Llaerah Tingkat 1I Sinjai, pembangunan jemba-
tan tersebut adalah proyek yang dikelolah oleh Departemen
rfekerjaan Umum.unit Bina bMarga Propinsi Sulawesi oelatan,
dengan demikian maka nyatalah bahwa pembangunan jembatan

itu adalah proyek milik pemerintah, cg, Pekerjaan Umun Da-
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erah Sulawesi Selatan.

Mengingat pihak aparat pemerintah mempunyai  banyak
tugas atau kesibukan di bidang adwinitrasi sehingga wmembuka
peluang atau kesempatan kepada pihak swasta untuk membantu
pihak pemerintah dalam hal pelaksanaan pekerjaan pembangun-
an seperti halnya dengan pewbangunan jembatan di Sungai
Apareng Kabupaten Sinjai.

Pelaksanaan pembangunan cg. peugelola proyek tetap
mengawasl pelaksanaan pekerjaan oleh pihak swasta yang ber-
hak untuk mengerjakan yaitu pihak yang memenangkan teunder.
Olehnya itu sudah pasti yang terlibat dalawm proyek pekerja-
an tersebut seperti proyek pembangunan pekerjaan tersebut
di atas, adalah Kepala Kantor Vepertemen Pekerjsan Unmum
unit Bina Marga Propinsi Sulawesi gelatan sebagai penang-
gung jawad proyek, serta dibantu oleh beberapa personil la-
innya seperti pimpinan proyek dan lain sebagainya.

Sebagaimana telah disingguﬁg secara sepinﬁas pada
bab terdahulu bahwa proyek pembangunéu jembatan di  Sungai
Apareng melalui teunder dimenangkan oleh PT Utama Bina Bakti
Indonesia.

Lalam hubungan pemborongan pekerjaan jembatan terse-
but di atas, pihak PT Utama Bina Sakti Indonesia telah ber-
sedia untuk menyelesaikan pekerjaan termaksud hingga tang -

gal 28 April 1983, tetapl selama berlangsungnya pelaksanaan

pekerjaan pembangunan jembatan tersebut, wmaka pihak PT Bina
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sakti Indonesia sudah melakukan prestasi sebagaimana  yang
diperjanjikan antara pemerintah sebagai pemilik proyek deng
an PT Utawma Bina Bakti Indonesia.

wamun dalam hubungan ini telah terjadi suatu perbuatan yang
merupakan penyimpangan dari perjanjian gang mengikat kedus
belah pihak.

Penyimpangan tersebut yaitu . dilakukan oleh pimpinan
proyek ( pihak pemerintah ) sendiri dengan cara-cara tidak
membayar angsuran Kepada pemborong sesuai dengan 1isi per-
Janjian yaug mereka telah sepakati sebelum pekerjaan dimu -
lai. Dengan perbuatan pimpinan proyek tersebut yaitu perta-
ma tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kKerja
dan selanjutnya memutuskan secara sepihak masalah perjanji-
an kerja pemborongan jembatan tanpa lebih dahulu diselesai-
kan secara kedalam artinya dikonsultasikan antara pemborong
dengan pemerintah yang bersangkutan.

rengen dasar tindakan inilah sehingga kasué timbul-
nya perselisihan tersebut terpaksa diseleszikan melalui ja-
lur hukuam.

Sebab wemang secara nyata tindakan pemerintah yang tidak
membayar angsuran kepada pewmborong yang sudah merupakan hak
pemborong sebab nilai bobot pekerjazan yang ditentukan telah
selesal dikerjakan oleh pemborong 8ehingga tidak ada alasan
untuk menzhan anggaran tersebut. Dengan urzian di atas nawm-
pak tindakan PU Bina Marga memutuskan sepihzk hubungzn bu--

kum termasuk perbuatan melanggar hukum dilakukan pengusaha.




30

1. Penyelesaian secara damai

2. Penyelesaian melalui pengadilan.
ad.1 Pengelesaian secara damai

Talam penyelesaian kasus-kasus tertentu para pihak
lebih cenderung untuk menyelesaikan tuntutan ganti kkerugi-
an tersebut secara damai dan apabila upaya ini tidak berha-
sil maka selanjutnya ditempuh cara penyelesaian dengan me-
lalui jalur hukuam.

Cara ini dapat diartikan sebagai upaya hukum yang
baru ditempuh apabila ternyata upaya wenuju perdamaian 1itu
tidak tercapai antara para pihak yang bersengketa. Untuk
itu sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa Negara
Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila di
mana masyarakatnya terlalu mengutamakau asas kekeluargaan,
sehingga setiap persoalan selalu penyelesaiannya diusahakan
secara kekeluargaan dengen cara musyawarah untuk mufakat,di
antara pihak yang bersengketa. Apabila inisyatif ini tidak
berhasil diperlukan seorang pihak ketiga. Bagi mereka yang
menggunakan cara penyelesaian di luar sidang ini merasakan
adanya kemungkinan memperoleh ganti rugi yang dikehendaki
dalam waktu yang relatif singkat, serta sangat efeisien ka-
rena tidak terlalu memerlukan banyak pengorbanan, baik wak-
tu, pikiraﬁ maupun materi dan akhirnya hubungaun keduza belah
pihak merasa tentram kembali seperti semula. Apalagi kalau

pihak yang berkewajiban membayar ganti rugi itu mempunayi
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kedudukan sosial yang baik dalam masyarakat di sawping itu
juge ia menyadari bahwa 1a Dberkewajiban membayar banti ru-
gi tersebut.

Terlepas dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka
dirasakan pula bahwa penyelesaian di luar sidang itu mempu-
nyai makna tersendiri jika dibandingkan dengan penyelesaian
di depan sidang Pengadilan. bahwa suatu penyelesaian di de-
pan sidang dapat di katakan sebagsi cara yang peling tepat
sebagaimana disangka atau anggapan banyak orang. iiemang bah-
wa keputusan Pengadilan suatu sengketa dapat berakhit serta
mempunyai kekuatan hukum yang pasti berarti +tidak ada lagzi
suatu kemungkinan untuk digugat, akan tetapi berakhirnya ma-
salah itu hanya semata-mata lahiria saja, sedangkan di dalam
Jiwanya wasih ada perasaan sengketa atau kurang puas dengan
keputusan tersebui. lni sesungguhnya adalah Konsekuensi dari
keputusan Pengadilan nanya mendasarkan pada fakte obyektif,
tidak pada fakta subyektif, sehingga isi Keputusén tersebut
selalu menyatakan ada pihak yang kalah dan ada yang menang
akibatnya di pihak yang kalah merasa kecewa dan pihak yang
menang merasa gembira serta puas, walaupun tidak selamanya
parea plhak menggunakan penyelesaian secara damei karema pe-
nyeleszian semacam ini meliputi suezsana kekeluarzaan/persau-
daraan dan atau persahabatan antara para pinak sehingga ter-
jalin kembali hubungan yang harmonis sama seperti semulza se-

belum terjadi scngketa.
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Dengan cara ini bukanlah yang ditonjolkan adalah si-
apa yaung kalah dan siapa yang menang, akan tetapi yang di-
tonjolkan adalah duduk persoalan yang sebenarnya agar dapat
diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan dengan dilandasi ke-
sadaran hukum yang tinggi sehingga dengan demikian para pi-
nak dengan penuh rasa kekeluargaan serta dengan hati yang
tulus ikhlas telah mencapai kesepakatan dimana kedua belah
pibhak secara timbal balik ada saling pengertian dalam penye-
lesaian persoélan mereka, untuk itu depat dirasakan dan di-
hayati akan manfaatnya serta rasa keadilan dari dzlamnya ke-
timbang dengan cara penyelesaian di depan Pengadilan.
Sehubungan dengan uraian perdamzian di atas, —sebaik-
nya penulis memberikan suatu contoh sebagai berikut :
ilisalnya :
X menuntut s8i Y, karena Y telah melakukan wmelakukan
perbuatan yang melanggar hukum yaitu menabrak si X
yang mengakibatkan si X tersebut menderita kerugian,
lalu si X menuntut Y agar kerugian yang dideritanya
dapat dibayar oleh Y, namun Y mengusulkan agar Kkeru-
gian yang diderita X tidek diganti secara keseluruhan
usul Y diterima oleh X, dalawm contoh ini berarti . ke=
dua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dengan
dilandasi EkEehendak saling pengertian.
ad.2 Penyelesaian melzlui Pengadilan

tpabila para pinak telah mencoba dengan segala daya
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upaya yang ada untuk penyelesaian perdameian seca&ra damai
akan tetapi ternyata tidak berhasil, uwaka terpaksa dilakukan
peanyelesaian hukum wmelalui Pengadilan.

Penyelesaian dengan putmsan +engadilan adalah terma-
SuX cara yang terpaksa dilakukan atau ditempuh karena tidak
adanya saling pengertian dalawm upaya dawmai. oelain itu juga
biasanya ada pihak yang langsung memilih penyelesaian mela-
lui Pengadilan tanpa usahe penyelesaian damai.

Khusus untuk penyelesaian ganti rugi karena adanya
suatu perbuatan wmelanggar hukum yang mengakibatkan orang la-
in menderita kerugian, penyelesaiannya telah mendapat penga-
turan dalam Kitab Undang-undang -Hukum Acara Pidana yang di-
kenal dengan cara penggabungan perkara guzatan ganti rugi
yang diatur dalam pasal 98. Ketentuan ini adalah wemudahkan
bagi mereka yang menderita kerugian akibat adanya perbuzian
melanggar hukum oleh pihak siapapun.

perdasarkan apa yang telah dikemukakan di étas, je-
las bahwa cara mengajukan perkara gantil kerugiaun adalah sama
seperti mengajukan gugatan perkara biasa di Pengadilan deng-
an memperhatikan apa yang seharusnya di dalam gugatan itu.

ilisalnya saja kslau penggugat minta ganti rugi  yang
berwujud uvang, maka harus dicantumkan berapa besar atau jum-
lah ganti rugi dan begitu pula kalau dituntut adalah sua tu
barang wmaka harus ditentukan secara jelas pula jenis barang

tersebut.
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<2l ini kita dapat bandingkan dengan pasal 178 ayat 3 HIR,
yang menegaskan sebagai berikut :

Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas per-
kara yang tidek digugat atau wemberikan lebih dari apa yang
digugat.

Bertalian dengan pembahasan tentang tuntutan ganti
kerugian yang dimaksud sebagaimana diuraikan di atas, maka
timbullah suatu pertanyaan : Bagaimana caranysz melakukan su-
atu tuntutan ganti rugi jika yang melakukan perbuatan  yang
melanggar hukum adalah penguasa/pemerinatatb..

Untuk menjawab pertanyazan ini maka kita harus melihat
pemerintah sebsgai badan hukum atau subyek hukum yang dspat
diperlakukan sebagai anggota masyarakat lainnya, dalam kedu-
dukannya sebagai para pihek dalam suatu tuntutan ganti keru-
gian.

Pemerinzah sebagai suaztu badan hukum publik welaksana
kan fungsinya dalam dua lapangan hukum, yakni lapa-?ngan hukumx
publik dan lapangan hukum privat. ~alam wmelaksanakan fungsi-
nya yaung bersifat hukum privat pewmerintah telzn ikut serta
dalam pergaulan masyarakat seperti badan hukum lainnya. Ber-
dasarkan uraian tersebut di atas, maka  gameriatah dapat di-
tuntu% pertangungan jawab berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata

dalam hubungan ini lebih lanjut E. Utrecht, lebih jauh meng-

atakan sebagai berikut :

rada permulaan abad ini pemerintah dilibhat dari dues’
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sudut, pemerintah sebagai pemimpin negare (st atto rbe
dan pemerintah sebagai fiskes (staat-fiskes). empf’ o
sebagal pewimpin negara mengadakan perbuatan pe exi;i%%;;%
(bewindsdaden) sedang pemerintah sebagai fiskes mengadakan
perbuatan hukum privat sungguh-sungguh. 13)

Dengan melihat pandangan di atas kemudian dihubungkan
dengan penjelasan sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesim-
pulan bahwa apabila yang melakukan perbuatan melanggar hukua
adalah pihak penguasa, maka cara melakukan tuntutan gaunti ke
rugian terhadapnya adalah sama dengan anggota wasyarakat la-
innya selaku para pihak.

Sehubungan dengan apa yang. diuraikan di atas, maka
penulis dapat mengemukakan suatu kenyataan dalzm bentuk ké—
sus perjanjiaﬁ pemborongan pekerjaan yaitu proyek pembangun-
an Jembatan di Sungail Apareng Kabupzatien Sinjai, yang akhir -
nys menjadi kasus perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh pihak penguasa/pemerintah.

Kasus tersebut diselesaikan oleh Pengadilanl Negeri
Kelas I Ujung Pandang dengan daftar perkara No. 206/Pdt.G/
1984/PN Uj. Pdg. Dan untuk menambah kejelasan bahwa peme-
rintah yang melakukan perbuatan melarggar hukum dapat ditun-
tut ganti kerugian dan diajukan ke Pengadilan Negeri seperti
badan hukum atau masyarakat lainnya mska dapat dilihat dalam

ka jian berikut dibswah ini dengan duduk perkaranyz adzlah

sebagel berikut :
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A, Duduk Perkara
tfilustafa Tari, BA, Direktur Utama PT Utama Bakti
Indonesia, berkedudukan di J1. W.R. Supratman No.2
Ujung Pandang, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama PT Utama Bina Bakti Indonesia selanjutnya

dalam perkara ini disebut penggugat,

melawan

Pemerintah #epublik Indonesia cg. Menteri Pekerjaan
Unua, cg. Dirjen Pekerjaan Umum, cg. Pimpinan Proyek
Dinas PU Bina Marga untuk penggalian jembatan  Pro-
pinsi Sulawesi Selatan, Ir. Maman Fachmud, berkedu -
dukan di J1l. Mesjid Raya No.72 Ujung Pandang yang di
. dalam perkara ini disebut tergugat.

pahwa pada tanggal 10 Desember 1984, penggugat
menga jukan gugatannya di Kepanitraan ?enga@ilan Ne=-
geri Kelas I Ujung Pandang dengan daftar No. 206/Pdt
G./1984/PN Uj Pdg dengan maksud sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 1 Oktober tahun 1932, penggu-
gat dengan tergugat telah mengadakan perjanjian guna
melaksanakan pekerjaan pemborongan jembatan Sungai
Apareng yang terletak di kilimoter 194, poros Buluk-
kunba Tondong dengan jumlah harga boroungan/anggaran

proyek itu sebesar Rp. 53. 647. 000.
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Bahwa untuk pembayaran anggaran borongén terse -

but, akan dilakukan oleh tergugat kepada penggugat

untuk enzm kali angsuran sebagai berikut :

Angsuran pertawa

Angsuran kedua

Angsuran ketiga

Angsuran keempat

Angeuran kelima

Angsuran keenam

-
-

2]

Rp. 10.729.400,- setelah bo-
bot pekerjaan meuncapai 25 %
selesai.

Rp. 10.729.400,- setelan bo-
bot pekerjaan mencapai 45 %
selesai.

Rp. 10.729.400,- setelah bo-

bot pekerjaan 65 4 selesai.

‘Rp. 10.729.400,~ setelah bo-

bot pekerjaan 85 % selesai.

: Rp. 8.047.050,~ setelah bobot

pekerjaan selesai 100 .
Rp. 2.682.350,- setelah masa
pemeliharaan atau penyerahan

terakhir.

Dalam pelazksanaan perjanjian tersebut di atas ternya

ta tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk memba-

yar angsuran kedua kepada penggugat ( PT Utama Bina

Bakti Indonesia ) sebesar Rp. 10.467.400,- meskipun

penggugat telah menyelesaikan bobot pekerjaan 45 %

bahkan penggugat bekerja terus sampai pekerjaan men-

capai nilai 50 % selesai.
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Bahwa untuk menghindari kerugian yang terlalu
besar guna Kelancaran pembangunan jembatan tersebut
maka penggugat segera wemintah haknya kepada tergu-
gat dan ternyata tidak berhasil bahkan tergugat se-
cara sepihak memutuskan perjanjian tersebut tepatanya
pada tanggal 28 November 1983.

bahwa akibat dari tindakan tergugat seperti ter
sebut di atzs, adalah jelzs-jelas merupakan suatu
perbuatan melanggar hukum yang merugikan penggugat,
dan untuk kerugian mana wajar penggugat memintah ke-
pada tergugat untuk membayar ganti rugi kepada tergu
gat untuk membayar ganti kerugian moril dan materil
yang ditaksir sebesar Rp. 125.000,000.—

~ahwa zpabila tergugat lalai memenuhi isi putus-
an dalam perkara ini mohon kiranya bapak zetua :iaje-
lis menghukum tergugat untuk membayar uang paksa ke-
pada penggugat sebesar Rp. 650.000 untuk sétiap hari
tergugat 1lslai memenuhi isi putusan tersebut.

vahwa untuk menjamin gugatan penggugat, dengan
ini penggugat mohon kehadapan bapak Ketuz ifajelis
berkenan meletakkan sita Jjaminan atas harta benda
milik tergugat, baik berupa barang-barang bergerak
maupun barang tidak bergerak.

naka berdasarkan alaszn-alassan tersepbut di atas,

dengan ini penggugat memohon kehadapan bapak ketua
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Ma jelis yang memeriksa dan mengadili perkera ini me-

mutuskan :

1s
Liw

Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
Meunyatakan sita jawinan tersebut di atas ada-

lah sah dan berharga

. Menyatakan tindaken tergugat adalah perbuatan

melanggar hukua

Menghukum tergugat untuk membayar haknya peng
gugat sebesar Rp. 11. 818. 434, ditambahkan
bunga sebesar 6 ¥ perbulan terhitung sejak
tanggal 28 November 1983 sampai pada pelunas-
an pembayaran hak penggugat.

rienghukum tergugat untuk membayar ganti rugi
kepada penggugat yaitu kerugian moril dan ma-
teril serta kerugian biaya-biaya lain selu-
ruhnya berjumlah Rp. 125. 000. 000.

rienghukum tergugat untuk membayar udng paksa
kepada penggugat sebesar Rp. 650. 060, untuk
setiap hari tergugat lalai wemenuhi isi putu
san dalam perkara inl.

Menghukum tergugat untuk membaysr biaya per-
kara.

rienyatakan putusan ini dapat dilaksanakan le-

bih dahulu meskipun ada banding atau kasasi.
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Jawaban Tergugat :
1. Lalam Konvensi,

- Bahwa tergugat membatalkan perjanjian secara sepi-
hak pada tanggal 28 November 1983 karena penggugat
seharusnya telah menyelesaikan pembangunan jemba-
tan Sungai Apareng pada tanggal 20 April 1983 dan
berdasarkan pasal 11 butir b, kontrak tersebut ma-
ka penggugat telah kehilangan hak tuntutan ( dis-
kwalivatoir ).

- Bahwa gugatan penggugat adalah salah alawmat oleh
karena penggugat dalam posita gugatannya dan peti-
tium mempernyatakan mempunyai hak tuntutan terha-
dap tergugat berdasarkan perjanjian pemborongan
pekerjaan jémbatan Sungai Apareng poros Bulukumba,
Tondong tanggal 1 Oktober 1982 dengan nilai tuntu-
tan sebesar Rp. 11.818.434, nama saudarsa penggu -
gat rupanya telah melupakan akan surat k&asa yang
dibuat dan ditaenda tangani pzda tanggal 14 Agustus
1982 yang meuberi kuasa kepada BPDSS ( ﬁank Pem-
bangunan Sulawesi Selatan ) untuk menerima pemba-
yaran seluruh terwmen 1 sampai terakhir atas proyek
pembangunan jembatan Sungai Apareng.

- oerdasarkan surat kuasa penggugat kepada BPDSS di
atas wakz, perantaraan tantor Ferbendaharaan Nega-

ta Ujung Pandeng telan dibayarkan kepada penggugat‘
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sevanyak Rp. 10.197.665 melalui rekening penggu -
gat pada BPDSS yaitu rekening No. 6485 junlahnys
adalah Rp. 10.729.400, dan sisanya sebanyak Rp.11
818.434, ditangguhkan pembayarannya dan akan di-
bayar secara proposional menurut volume pekerjaan
lenjutan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor
pihak ketiga dan berkenaan dengan volume pekerja-
an lanjutan yang akan dilaksanakan oleh kontraks
tor pihak ketiga, waka oleh penzgugat telah dise-
torkan melalui rekening penggugat pada BPDSS ter-
tanggal 15 Agustus 1984 masing-mzsing Rp.2.000.
000, tanggal 15 Agustus 1984, taunggal 20 November
1984 Rp. 2.216.000 dan Rp. 783. 960 sehingga jum-
lah keseluruhannya yang disetorkan tergugat sda-
lah Rp. 15. 729. 400 sehingga sisanya Rp. 6. 818.
434 secara proposional akan dibayar dengan peran-
taraan BPDSS sampai selesai pembangunan:Jembatan
Sungai Arpareng.

- Berdasarkan hal-hal yang telah dipernyatakan se-
bagai yang tersebut pada butir 1 dan 2 di atas,
mska menurut hukum, penggugat seharusnya tidak
mema jukan tuntutan terhadap terguzat atau setidak
tidaknya penggugat harus menggugat BPDSS,

2. Tentang Pokok Perkara

1. Dahwa tergugat membatah secara tegas seluruh da-"
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1lih penggugat kecuali apa yang telah dan akan di-

akul secara tegas dan terperinci.

. Bahwa apa yang dikemukekan dalam eksepsi dianggap

sebagal bagian yang dikemukakan dalam pokok perka
ra.

Bahwa benar antarz penggugat dar tergugat membuat
perjanjian pemborongan pe€mbangunan jembatan Sung-
al Apareng sesuai surai perjanjian tanggal 1 Okto
ber 1982.

Bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut dalam butir
3 di atas, sudah harus selesai tanggal 20 Januari
1983 kemudian diperpanjang selama 3 bulan atau
sampai bulan April 1983 akan tetapi ternyata peng
gugat tidak dapat wmemenuhi kewajibanuya menurut
waktu yang diperjanjikan, bahkan terdapat gejala
bahwa proyek tersebut telah diterlantarkan oleh
penggugat.

Bahwa bobot pekerjaan penggugat selaku ﬁontraktor
pada waktu itu adelah 42,03 j dan untuk itu peng-
gugat berhak menerima pembayaran sebanyak Rp. 22.

547.834.

. Bahwa pemutusan kountrax tersebut berhubung karena

penggugat telah berulang kali ditegur secara 1li-
san waupun tertulis namun tidak diindankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, waka tergugat me-
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mohon kiranya majelis hakim berkenan menolak gugatan
penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya me-
nyatakan gugatan penggugat tidek dapat diterima.
5. mlam Rekonvensi
- Pemerintah Republik Indonesia, cg. lenteri Peker-
Jaan Umum, srepala Dinas PU Bina rarga Sulawesi Se-
latan, cg. Pimpinan Proyek Penggalian Jembatan

Sulawesi Selatan Ir. :taman Machwmud.
Melawan

- PT Utema Bina Pakti lndonesia, tergugat rekonvensi
bahwa apa yang telah dikemukaxan oleh penggugat di
dzalawm rekonvensi dalam gugatan konvensi dianggap
dikemukakan pula dalam rekonveunsi.

- Banwa dalam perjanjian antara tergguget konvensi
dengan penggugat rekonvensi tanggal 1 Cktober 1982
N0.0245.G.4.82.83.354000, yaitu pada pasal 6 bahwa
untuk setiap hari kelambatan penyerahan pertama
dikenakan denda sebanyak Rp. 53.647.000. atau sama
dengan Rp. 53.647 setiap harinya.

- pahwa berhubung karena tidak ada penyerzhan perta-
ma atau dengan kata lain tergugat rekonvensi tidak
bisa melaksanakan kewajibzunya meskipun telah di-
perpanjang selama tiga bulan dan tidak ada tanda-

tanda banwa tergugat rekonvensi akan menyelesaikan




44

pembangunan jembatan dengan penuh itikad baik ma-
ka untuk mencegah kerugian yang berlarut-larut
bagi negara dan demi untuk kepentingan umum wmaka
penggugat rekonvensi terpaksa memutuskan kontrak
secara sepihak.

Tentang Hukumnya

1. lalam Konvensi

vlenimbang bahwa, tergugat telah memajukan eksepsi

yang maksudnya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa karena tergugat telah melalaikan kewajiban-
nya menurut apa yang telah diperjanjikan pada
tanggal 1 Oktober 1982, yaitu penggugat seharus-
nya menyelesaikan pemﬁangunan jembatan Sungai
Apareng pada tanggal 20 April 1985, maka tergugat
telah memutuskan perjanjian secara sepihak berda-
sarkan pasal 11 butir 6 kountrak tersebut, maka
penggugat telan kehilangan hak tuntutand?a.

b. Bahwa gugatan penggugat adalah salah alamat oleh
karena penggugat dalam posite gugatan dan petiti-
um ewmpat menyatakan wmempunyai hak tuntutan terha-
dap tergugat berdaszrkan perjanjian pemborongan
pembangunan jembatan Sungail Apareng.

2. Dalem Pokok Perkara
Menimbang bahwa, sebelum majelis mempertimbangxan

alat-alat bykti terlebih dahulu akan dipertimbangkan -
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A

bangunan jembatan Sungai Apareng sefa: oo 555,
k- 40n wpwrd o

647.000-" F#?UST .}.'ﬁ?‘

1. hApakan telah diadzkan pemborongan“ekegiian nEm-

2. Telah sampai dimana pekerjaan yang dikerjakan pi-

hek penggugat di dalam pembangunan jembatan itu.

3. lelam pemutusan hubungan kerja antara penggugat

dan tergugat apakah masih ada hak penggugat yang
belum dibayarkan kepadanya.

ilenimbang bahaa, berdasarkan bukti t1, t2 dan 13,
antara penggugatl dengan tergugat telah mengadakan perjan-
Jjian pemborongan pekerjsan jembatan.

Yenimbang bahwa, berdasarkan pengakuan penggugat
dan tidak disangkal oleh tergugat, anggarazn pertama telah
dibayarkan melalui bank pembangunan daerah Sulawesi Selatan
\ BPDS5 ) yang telah mendapat kuasa untuk menerima pemba-
yaran seluruh terzennya.

fienimbang bahwa, penggugat mendaliblkan bahwa tergu -
gat tidak menenuhi kewajibaﬂn?a untuk membayar anésuran ke-
dua kepada penggugat sebesar Rp.11.818.434,- meskipun peng-
gugat telah mengerjakan pekerjaan jembatan 50 % selesai.

Menimbang bahwa walaupun telah ada psmutusan hubung-
an kerja sebagai akibat.penggugat telah difegur agar weng-
erjakan pekerjaan sesual dengen waktu yang dijadwalkan te-
tapl apa yang telah dikerjaxan pengguzat telah mencapai 42,

03 %.
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lienimbang di delam surat gugatan penggugat tercan-
tum juga, mohon putusan yang dianggap patut dan seadil-adil
nya, majelis berpendapat bahwa hak penggugat sejumlah Rp.11
818.434 yang belum dibayarkan kepada penggugat oleh tergu-
gat walaupun pekerjaan telah selesai bobot yang ditargetkan
perbuatan tergugat tidak membayar adalah melanggar hukum.

Menimbang bahwa karens penggugat adalah seorang usa-
hawan atas nama PT Utama Bina Bakti Indonesia perputaran mo
dal merupakan salah satu hal yang sangat menentukan ma ju
mundurnya perusahaan, maka permohonan penggugat agar ditam-
bah bunga 6 % perbulan terhitung sejak tanggal 28 November
1983 sampai pada pembayaran hak penggugat sejumlahR Rp. 11.
818.434 dapat dikabulkan 2 .

senimbang bahwa permohonan penggugat atas sita ja-
minan tidak dapat diterima karena penggugat tidak menyebut-
kan secara terperinci harta mana dari ferggugat yang akan
disita, hal mana dihubungkan dengan yang digugat adalah pe-
merintah Republik Indonesia cg. Menteri Pekerjaan Umum, cg.
Dirjen Bina Marga, cg. zepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
Sulawesi Seletan cg. Pimpinan proyek lr. famsn Machmud.
3. Ialaw ttekonvensi

llenimbang bahwa penggugat rekonvensi telah mengaju-
kan gugatan yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :

1. Menyatzkan sah dan mengikat perjanjian yang di-

buat tangzal 1 Oktober 1982.
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2. itlenghukum tergugat rekonvensi untuk membéyar den-
da sebesar Rp. 5.3%64.700.-

5. Menyatakan sah penahanan sisa hak tergugat rekon-
vensi sebanyak Rp.5.364.700.-

4. HMenghukum tergugat rekonvensi dan atau orang atau
badan hukum yang memperoleh hak dari padanya guna
mentaati keputusan dalam perkara ini.

5. lhenghukun tergugat rekounvensi untuk wmembayar se-
gala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

6. Menyatakan agar keputusan ini dapat dijalankan
lebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi.

Menimbang bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat

reconvensi telah disangkal oleh tergugat rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti t1, t2 den pasal

6 perjanjian kontrak 1 Oktober 1932 tercantum sebagai ber-
ikut :

a. Denda berlaku bilamana perjanjlan mana p%kerjaan

' selesai 25 % dan tidak dibayar atau terlambat.

b. Pihak kedua akan dikenakan denda untuk setiap ke-
terlambatan sebesar 10/00 dari harga borongan
dengan ketentuan maximuzm 10 % dari harga borongan

B, Amar Putusan
Ualam Konvensi :
~ Menolak exepsi gugatzn penggugat untuk seluruh

nya.
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Lalam pokok perkara :

- vlengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian

- Menyaiakan tindakan tergugat tidak wmembeayar
hak penggugat sebesar Rp. 11.818.43%4, adalah
perbuatan melanggar hukum.

- Menghukum tergugat untuk membayar hak penggu-
gat sejumnlah Rp. 11. 818. 434 ditambah dengan
bunga 2 % perbulan terhitung sejak tanggzal 1
Oktober 1983 sampai saat pelunasan pembayarad
hak penggugat.

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan 1lebih
dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasas
si.

- Menolak gugatan penggugat selebihunya.

Lalam Konvensi dan Rekonvensi :
- Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonven
si untuk membayar ongkos perkara yang-ditaksir
Rp. 95. 000.- ‘
C. Komentar Penulis
Setelah penulis melihat kasus yang diperhadapkan ﬁi
atas, nampaklah secara jelas permasalahan-permasalahan inti
yang wenjadi titik tolak dari pada ﬁertimbangan hukun dalam
hal penyelesaiannya wmenyangkut tuntutan dari pihak gang ber
hak menuntut maupun pandangan dari kalangan prkatisi hukum

yang dalam hal ini adelah majelis hakim.
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Untuk mengetahui secmra jelas tentang penerépan pa-
sal-pasal nukum perdata wateril ternyata hakim yang memerik
sa perkara perdata antara PT Utama Bina Bakti Indonesia dan
pihak rewrintah cg. Menteri Pekerjaan Umum RI, cg. Dirjen
PU Mina Marga propinsi Sulawesi Belatan, Pengadilan . wene-
rapkan pasal 1365 KUH Perdata terhadap pemerintah.

Kalau penulis melihat pemerapan hukum perdata mate-
ril dalam perkara tersebut, rupanya terjadi kekelirman oleh
hakim, sebab mereka menyatakan dalam dictumnya bahwa tinda-
Kan pilmpro pembangunan jembatan tidak membayar angsuran ke-
dua kepada pemborong adalah perbuatan melanggar hukum oleh
penguasa, tetapi bukan passl 1365 KUH Perdate.

denurut hemat penulis bahwa pemerintah sebagai kre-
ditur dalam hal itu hanyalah melakukan wanprestasi atau ke-
lalaian, yang mengakibatkan pihak pemborong menderita keru-
gian sehingga pemborong menga jukan tuntutan pembayaran ke-
rugian yazng ditimbulkan oleh kelalzian pemerintah untuk me-
laksanakan kewajibannya. l

Unsur kewajiban disini adalah unsur penting di dalam
Ipelaksanaan suatu perjanjian kerja seperti dalam kasus ter-
sebut dimana prestasi yaug diperjanjikan telah dilaksanakan
oleh pemborong sehingga ia berhak menerima pembayaran dari
pemerintah, hal mana adalah merupakan kewajibannya tetapi
tidak dilaksanakan sehingga dalam kasus di atas menurut he-

mat peaulis yang dilanggar pemerintah adzlan kewajibannyz.
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Sebab dalam kazsus tersebut di atas, sebeluunya telah
ade perjanjian untuk melaksanakan pemborongan bangunan jem-
batan antara Kepala Dinas Fekerjsan Umum 8g. Bina targa Su-
lawesi Selatan dengan PT Utama Bina Bakti Indonesia.

Apabila perjanjian kedua belah pihak di atas dihu-
bungkan dengan pasal 1338 KUH Perdats jo pasal 1242 KUH Per
data, dimana dalam pasal 1338 ditegaskan :

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku se-
bagai Undang-undang dari wereka yang membuatnya. Persetuju-
an-persetujuan ini tidak bisa ditarik kembali selain dengan
kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-un -
dang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad
baik. Pasal 1242 KUH Perdata Jjugs menentukan bahwa, Jika
perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu maka
pihak manapun jika berbuat berlawanan dengan perikatan, ke-
rena pelanggaran itu dan karenma itupun saja, berwajiblah ia
akan penggantian biaya, rugi dan bunga. ‘

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, dihubung..=
kan cdengan pertimbangan hukum oleh majelis hakim di dalam
konvensi yang berbunyi bahwa : Karena penggugat telah mela-
laikan kewajibannya menurut apa yang telah diperjanjikan
pada tanggal 1 Oktober 1982 yaitu penggugat seharusnya te-
lah menyelesaikan pekerjaan pembangunan proyek yang diper -

janjikan di atas.
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Menurut hewmat penulis bzhwa tindakan tergugat wemu-
tuskan perjanjian secara sepihak adalah merupakan “penyia
pangan Basal 1338-KUH- ‘Perdata serte hal itu tepat kalau
dikatakan tindakan tergugat adalah melanggar hukum disertai
dengan itikad buruk, perbuatan melauggar hukum tersebut ka-
rena tidak membayar termin ke II. Selain itu perjanjian te-
lah disepakati atau disetujui para pihak untuk dilaksanskan
sebenarnya penggugat sebagai usahawan mempunyai itikad baik
dimwana 1la telah menyelesaikan bobot pekerjzan sebagaimana
yaug diperjanjikan, sehingga penggugat berhak menuntut apa
yang merupakan haknya itu. Lalam perjanjian yang disetujui
dinyatakan secara tegas bahwa pemborong ( PT Utama Bina
Bakti Indonesia ). baru. berhak menerima termen angsuran per-
tama kalau bobot pekerjzannya selesai 25 %, dan selanjutnya
untuk pembayarn termen yang kedua dapat dibayarkan apabila
bobot pekerjaan telah selesai 45 /.

Lalam kenyataan tersebut tergugat tidak membayarkan
hak penggugat pada angsuran kedua tepat pada waktunya se-
dangkan bobot pekerjaan telah diselesaikan 45 % bahkan le-
bih dari nilai bobot tersebut. Bertolak dari sinilah maka
penggugat tidak bersedia untuk melanjutkan pekerjaan ter-
sebut sebelum terjadi pelunasan termen yang kedua. Alasan
penggugat ini penulis sependepat dengan pertimbangan hukun
oleh hakim dalam konvensi sub ad.1 eksepsi harus ditolak.

dalam pokok perkara, majelsis hakim telah pula mewm-
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pertimbangkan propesional penggugat dimana tindskan tergu-
gat tidak wembayar angsuran kedua kepada tergugat sebesar
Rp. 11. 818. 434, adalah merupakan salah satu hal yang sang
at menentukan perusahaan sebab dana yang dipergunakan peng-
gugat adalah kekayaan perusahaan olehunya itu tindakan ter-
gugat tidak membayar hak penggugat adalah wajar dikenakan
pemulihan kerugian penggugat dalam bentuk bunga.

Jadi pada kasus yang dikemukakan di atas, penulis
berkesimpulan bahwa apa yang telah diputuskan majelis ha-
kim Pengadilan *“egeri Ujung fandang in casu, berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan hukum dalam keputusannya adalah
layak dalam masyarakat sebab segala tindakan-tindakan yang
berupa eksepsi maupun rekounvensi dari tergugat asli adalah
tidak beralasan sehingga putusan hakim dalam perkara ini
yang dinyatakan perbuatan tergugat adalah perbuztan melang-
gar hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, demikian pula
tindakan tergugat tidak membayar hak penggugat olek wajelils
hakim menyatakan tindakan tersebut wajib dikenskan bunga
2 % perbuatan mulai tanggal 28 November 1983 sampai  pada
pelunasan hak-hak penggugat. ‘

3.4 Pihak-pihak yang berhak dan berkewa jiban dalam hal gan-
ti kérugian

Untuk dapat mengetehui siapa-siapa yang berhak we-
nuntut ganti kerugian, maka dasar yang digunakaan  adalah

pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa setiap perbu-
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atan melanggar hukum yang membawah kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan ke-
rugian itu mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan rumusan dalam pasal tersebut dapat dita
rik kesimpulan bahwa pihak-pihak yang berhak menuntut ganti
kerugaan ialah mereka . yaig menderita kerugian sebagai aki-
bat dari suatu perbuatan melénggar hukum. Dengan melihat
luasnya bidang hukum perbuztean melanggar hukum seperti di-
jelaskan terdahulu, demikian pula halnya dengan perundang -
undangan yang telah mengatur, maka penulis akan meumbahas
berdasarkan maksud yang terkandung dalam pengertian menurut
ketentuan Undang-undang yang mengatur dan dapat diperguna-
kan untuk menuntut ganti kerugian sesuai yang dimaksud dan
berakibat tilmbulnya kerugian “tersebut.

Begitu luasnyz bidang bukum perbuatan yang welanggar
hukum seperti yang dirumuskan sebelum dan sesudah berlaku -
nya arrest hoge raad tanggal 31 Yanuari 1919 dimanz perbua-
tan melanggar hukum telah diartikan secara luas yang  mana
meliputi Jjuga perbuatan'langsung bertentangan dengan Undang
undang dan peraturan-peraturan ladnnya atau yang bertentang
an dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Hal
inilah membuktikan bahwa perbuatan wmelanggar hukum  sangat
luas ruang lingkupnya dan akibatnya pihak yang dirugikan
dapat menuntut suatu penggantian kerugian tersebut.

Atas dasar dari uraian-uraian tersebut di atas, se-
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hingga menimbulkan suatu pertanyaan bahwa sudah sejauhma-

nakan pelaksanaan ganti kerugian dilihat dalam prakteknya

sehubungan dengan adanya perbuatan melanggar hukum yang
mencakupi luasnya ruang lingkup bidang hukum.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, maka ca-
ra yang ditempuh untuk mengemukazkan dasar tuntutan yang te-

lah diatur dalam undang-undang dan membandingkannya dengan

praktek sehingga dapat memberikan gambaran bahwa apakah pi-
hak yang menderita kerugian karena suatu perbuatan melang -

gar hukum sudah terjamin serta dapat menggunakan haknya se

bagaimana yang diinginkan oleh Undang-undang dalam arti hu-

kKum yang seluas-luasnya.

Pasal 1246 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika tidak
dipenuhinya perikatan disebabkan oleh tipu days debitur pem

bayaran ganti kerugian sekedar mengenzi yang diserita oleh

kreditur dan keuntungan yang hilang baginya haunyalah terdi-

ri atas apa yang merupaxan akibat langsung dariitidak dipe-

nuhinyz perikatan.

Jika kite simak uraisn dari pasal tersebut di azias,

perlu diketahui lebih dahulu pihak-pihak yang berhak untuk

menuntut ganti kerugian ialah mereka yang menderita kerugi-

an dalam hal ini yaitu penggugat-yang kedudukannya esbagai

gai

debitur oleh karena pemerintah sebagai kreditur tidak me-

laksanakan perjanjian yang telah dibuatnya sendiri, hal wma-

na adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya.
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dalam praktek apabila terjadi kasus sepert"@?ﬁagiiii,méka

kita tiba pada suatu'kesulitan mengenai wujud ganti kerugi-
an sebab di dalam kenyataannya sepanjang pengamatan penulis
pada dasarnya pelaksanaan tuntuten ganti rugi selalu menga-
lawi banyak kesulitan walaupun dengan berbagai upaya hukum.

Biasanya untuk mengembalikan kerugian yang langsung
di derita oleh debitur keadaan semula wasih memerlukan peng
orbanan yang cukup besar itupun kalau bisa berhasil apalagi
kalau kita mengharapkan lebih dari itu yakni menghendaki ke
untungan sebagaimana bunyi pasal 1248 tersebut di atas.

Dalam hubungan ini make pihak yang berhak menuntut
gantli kerugian dalam kasus yang ditanggapi penulis adalah
pihak penggugat ( PT Utama Bina Bakti Indonesia ) kepada
pihak tergugat yaitu pemerintah Republik Indonesia, cg.Pim-
pinan proyek Pembangunan Jembatan Sungai Apareng di Bulukum
ba, yang tidak membayar hak penggugat sehingga da}am per-
kara ini majelis bakim berkesimpulan bahwa perbuatan tergu-
gat mengakibatkan kerugian bagi pihak penggugat maka wajar
tergugat dikenakan ganti kerugian sebesar 2 » dari jumnlah
hak penggugat yaitu Rp. 11.818.343, terhitung mulai tanggal
28 Oktober 198% sampai pada pelunasan hak penggugat.

Di atas telah disinggung pihak-pihak yang wmenuntut
ganti kerugian sebagaimana akibat darl perbuatan melauggar

hukum maka sajian selanjutanya akan dikemukazkan juga pihak-
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pihak yang berhak membayar ganti kerugian.

Seperti halnya dengan pihask-pihak yang berhak menun-
tut genti kerugian, untuk mengetahui pihak-pihak yang ber-
kewajiban wmembayar ganti kerugian, maka kita akan mendasar-
kan diri pada pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam pasal tersebut di etas, dikatakan bahwa pibhak
pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian yang karena
salahnya menerbitkan kerugian oreng lain. falau kita berbi-
cara tentang pihak-pihak yang berkewa jiban wmembayar ganti
kerugian maka dengan sendirinya pembicarzan akan berorien -
tzsi peda pihak-pihak yang bertanggung jawab atas sesuatu
perbuatén melanggar hukum atau dengan kata lain yang menjad
di subyek perbuatan melanggar hukum.

Subyek dari suatu perbuaten melanggar hukum adalah
orzng-orang atau badan hukum. fentang hal ini Abddurzhman
( 1978 : 59 ) menyatzkan bahwa :

Perbuatan melanggar hukum tersebut selain dilakukan

oleh orang perseorangan juga dapat dilakukan oleh

pinak pererintah/penguasa aparatur negara dan lem-
baga kenegaraan lainnya yaeng dalam pelaksznaan tu-
gasnya telan melanggar Ketentuan-ketentuan hukum

?2§k yang bersifat keperdztaan maupun hukum publik.

Berdazarkan uraian tersebut di atss, meka penulis
menarik kesimpulan bahwa yang berkewa jiban membayar ganti
kerugian adalah mereka yang karena salahnya wenicbulkan ke-

rugian kepada orang lain, baik secara perseorangan, maupun

sebagal badan hukum atau sebzgail penguasa.
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Tentang subyek dari suatu perbuatan melanggar hukua
Kiranya tidak lagi merupakan persoalan karena pada dasarnya
setiap orang atau badan hukum maupun penguasa yang melakuka
perbuaten melanggar hukum dapat dituntut sebagai subyek dan
mempertanggung jawabkan perbuatanaya itu.

Yang penting dipersoalkan adalah bagaimana proses
untuk mempertanggung jawabkan subyek hukum tersebut terha-
dap perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya. Se-
Jauhmana realisasi dalam pertanggung jawaban itu terdapat
duz alternatif yang perlu diketahui antara lain :

1. 51 pelaku tidak sekaligus adalah bertangzgung ja-

wab atas suatu perbuatan melanggar hukuam.

2. 51 pelaku adalah sekaligus bertanggung jawab.
ad.1 Hal ini daatur dalam pasal 157 KUH Perdata yang pada

pokoknya menentukan orang-orang tertentu yaitu diba-

wa penguasaan atau tanggung jawab orang lain adalah
tidak bertanggung jawab atzs perbuatan melanggar hu-
kum yang dilzkukannya sepanjang perbuatan i%u dila-
kukan dalao kedudukan pertanggungan jawab atau peng-
awasan dari orané lain yang dimaksud.

sekarang timbul pertanyszan bagaimana kalau se-

orang alat negara/pemerintah yang mwelakukan sesuatu
perbuatan yangz melanggar hukum mengakibatkan timbul-
nya kerugian bagi pihak yang lain. Maka yang dapat

dituntut memdbayar kerugian yang diderita adazlah ne-
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gara delam hal ini pemerintah sepanjang kefugian ter
sebut timbul pada saat pemerintah menjalankan tugas.
Bebagai contoh :
Pada tanun 1982, pemerintah daerah Sulawesi sSelatan
PU Bina ilarga, akan membangun sebuah proyek jenis
Jembatan di Sungai Apareng Kabupaten Sinjai.
Untuk wmelaksanakan pembangunan proyek tersebut PU,
Bina larga mengadakan perjanjian pemborongan ataupun
kontrak kerja setelah ia memenagkan tender, perjanji
an mana hanya menyangkut pembayaran termen dan jang-
ka waktu pekerjean, dengan PT Utama Bina Bakti Indo-
nesia yang berkedudukan di Ujung Pandang.
Pari kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan pe-
kerjaan pyoyek dengan anggarau fisik Rp. 53.467.000,
pembayzran mana akan dilaksanakan secara beraungsur
yang didasarkan bobot pekerjaaun yang selesal.

Di dalam pelaksanaan perjanjiesn, pihak pemborong
telah selesai pekerjsannya dengan bobot 45 % berarti
sudah berhak menerima pembayaran angsuran kedua nuna-
mun kreditur atau pemerintah tidak membayar malaban
memutuskan perjanjiant tersebut di atzs, secara se-
pihak saja.

Dari contoh yang merupekan kenyataan tersebut = Ialan
praktek pemerintah telsh melzkukan perbuatan melanggar bhu-

kunm yang menge«ibatkan kerugian bagi pemborong.
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gd.2 35i Pelaku sekaligus bertanggung jawab
Aps yang dikemukakan pada butir 1 di atas, mengan-
dung pengertian bahwa si pelaku perbuatan yang wme-
langgar hukum adalah yaug pelakunya orang yang tidak
mampu dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan
yang dilskukannya,- wensrii.orang yang dibawa peng-
ampuan, orang yang-sering sakit ingatan dan lain se-
bagainya.
Tetapi bagi si pelaku yang sekaligus bertanggung ja-
wab atas perbuatan melanggar hukum adalah orang sa-
dar tidak mengalami gangguan jiwa atau dengan kata
lain sehat rohani dan jaszmani. Berkaitan dengan wma-
salah ini pasal 1367 KUH Perdata pada ayat 1 dinya -
takan bahwa seorang adalan bertanggung jawab untuk
kerugian yang disebabkan karena perbuatan melanggar
hukum.

Setelah dikemukakan tentang siapa-siapakah yang
wenjadi subyek dari suatu perbuztan melanggar hul—cumI serta
bagaimana pertanggung jawabannys, maka berikut ini akan di-
persoalkan tentang apakah terjadinya suatu perbuatan yang
melanggar hukum maka secara otomatis para pihak adalah ber-
tenggung jawab baik atas perbuatannya sendiri maupun Terha-
dep barang yang ada dalam pengawzsannya. Untuk mengetahui
hal ini perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi

adanya suatu tindazkan/perbuztan melanggar hukum sebagaima-
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na dikemukakan oleh Rudy T. Erwin ( 1978 : 25 ) bahwa :

a. hdanya tindakan melanggar hukum

b. Adanya kesalahan pada pihak yang melakukan

c. Adanya kerugian yang ditimbulkan. 15)

Dikatakan demikian karena bisa saja sudah terjadi
suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun  su-
atu kepatutan di dalam masyarakat tetapi tidak ada kerugian
yang ditimbulkan.

Contoh :

51 A masuk di dalam rumah B melalui jendela yang rus

sak, perbuatan A disini tentu tidak ada masyarakat

yang menerimanya sekalipun tidak adas kerugian yang
ditimbulkan, tetapi perbuatan semacam ini adalah
bertentang dengan norma sosial dalam masyarakat.

Andai kata si A masuk dalam rumeh B dengan persetu-

juan lebih dahulu dari si B bahwa A boleh masuk da-

lam rumah melalui Jjendela tidak akan ade persoalan,
tetapi kalau si A yang menyadari sendiri hal ini
maka atas perbuatan ini termasuk dalzm pengertian
perbuatan melanggar hukum yaﬁg dirumuskan dalam pe-
sal 1365 KUH Perdata yang diartikan sebara luas, se-
hingga meliputi kepatutan yang harus diindahkan adi-

dzlam masyarakat.




BLB 4
PEXNUTUP

4.1 Xesimpulan

Setelah penulis menguraikean seczra panjang lebar ten-

tang materl skripsi ini, wmeke selanjutnyz penulis menarik

beberapa kesimpulan dari dalamnya antara lain :

“I.

Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang
baik dilakukan oleh seorang seczraz pribadi maupun
kelompok dan pihak pemerintah yang mengakibatkan

timbulnya kerugian bagi orang lzin maupun terhadap

badan hukum atau pemerintah.

. Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan me-

langgar hukum oleh pemerintah dzlam kasus pembo-
rongan jembatan di Kabupaten Sinjai adalah sebagai
berikut :

a. Pihak pemborong menderita kerugian materil.

b. Disebabkan tindakan pemerintat tidak membaysr
termen kedua yang dijadikan modal perusahaan.
¢, Pihak pemerintah mengalami Kerugian dari sudut

keterlambatan pembangunan itu selesal yang da-

pat dimanfaatkan secepatnya.

. Perbuatan P.U. Bina Marga tidak membayar termen

kedua bagi pemborong adalah perbuatan melanggar
hukum oleh penguasa tetapi bukan perbuatan yang
melanggar hukum seperti yang dirumuskan di dalan

Pzsal 1365 KUH Perdata.
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